BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NIAGA DAN

BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA NIAGA

A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.
Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai
berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh
peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang
dengan ancaman pidana (Tri Andrisman, 2017 : 81)

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana,
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro,
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma,
yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan
menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

30



31

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat
yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam vyaitu

(Moeljatno, 2015 : 69):

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya
yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana
tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana
adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur
kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum.

Seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan
karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan
perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut
terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang
dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan
pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan
sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa); dan
dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan

itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang
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dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah
merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.
2. Unsur-Unsur Pidana

Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana

yaitu (Andi hamzah, 2018 : 26) :

1. Subyek dari pelaku tindakan.

2. Kesalahan dari tindakan.

3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/
perUndangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan

5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi
menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku
atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala
sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari
sesuatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang

dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.


http://artonang.blogspot.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana.html
http://artonang.blogspot.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana.html

C.

33

Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya
didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain.

Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340
KUHP.

Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana
tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari

sesuatu tindak pidana itu adalah :

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.

b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri”

didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan
menurut Pasal 398 KUHP.

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara

mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya

akan dipaparkan pendapat para ahli.
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1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang
terdiri dari :

a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan
akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif
sebagai anasir yang melawan hukum (onrechtmatig) yang dapat diancam
dengan pidana.

b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan
pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu
terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) dan elemen
subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (toerekeningsvatbaarheid)
terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan
pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu strafbaar feit (perbuatan
pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat
(een doen of een nalaten);

b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen
akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-
kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi
kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari

perbuatannya seperti dalam delik materiel.
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c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (opzet) atau
alpa (culpa).

d. Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid).

e. Eelemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi
segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka
hukum (in het openbaar) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP
diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (voorbedachteraad).
Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan

pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis

yaitu :

a. Kejahatan (misdrijven), yang disusun dalam Buku Il KUHP, kejahatan adalah
Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan
norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan
dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP
yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan
lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum
pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

Pelanggaran (overtredingen), disusun dalam Buku 111 KUHP, pelanggaran
adalah politie-onrecht adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau
keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan
yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara.

Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang
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Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain.Sanksi Pidana adalah suatu
hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang
yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena
hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi
yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau
pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau

membahayakan kepentingan hukum.

B. Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan
kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang
di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu :
a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan

b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan

o

Penyimpanan tanpa izin usaha pennyimpanan

o

Niaga tanpa izin usaha niaga
Terdapat 4 (empat) jenis sanksi tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi,

yaitu :

=

Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Pidana kurungan dan

4. Pidana tambahan
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Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang

berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam berbagai Pasal di

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud
dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan,
analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya
Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001).

Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data milik
Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
Melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa melalui kontak
kerjasama dari pihak pemerintah.

Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari
pemerintah (Pasal 53 Undang -undang Nomor 22 Tahun 2001).

Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak
pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).

Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak
pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).

Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001).

Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang

ditetapkan oleh pemerintah



38

9) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang

disubsidi pemerintah. (Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2001).

C. Subjek Tindak pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Dan Gas
Bumi

Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak, yaitu
sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Dewasa
ini subyek hukum terdiri dari:

a) Manusia (Naturlijke Persoon)

Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga Negara ataupun
orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya
adalah subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban  untuk  melakukan  sesuatu tindakan
hukum.

Berlakunya manusia sebagai p embawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan
dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih berada
dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah
lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris) (Kanter,
E.Y. dan S.R. Sianturi, A, 2002 : 88).

Walaupun menurut hukum, setia p orang tiada terkecuali dapat memiliki
hak-hak akan tetapi dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak

sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.
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b) Badan Hukum (Recht persoon)

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa, dapat
melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat memiliki persetujuan-
persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas
dari kekayaan anggota-anggotanya. Bedanya dengan manusia ialah, bahwa badan
hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali
hukum denda) (Lamintang, P.A.F, 1994 : 152).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi yang menjadi subyek adalah orang dan badan usaha. Hal ini dapat
terlinat dalam BAB Xl mengenai ketentuan pidana. Seseorang/setiap orang
(korporasi) sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak
dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, yang bunyi dari rumusan Pasal 55 adalah:
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling
tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pasal 55 tersebut, menurut Sabar
Simbolon maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi subyek hukum
tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau dikualifikasi sebagai pembantu, dan
juga sebagai pelaku perencana. Mengenai pembuat tindak pidana di atas diatur
dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dalam rumusan:
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1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:

a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan
perbuatan itu

b. Mereka dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan
atau martabat, dengan pekasaan, ancaman atau penipuan, atau dengan
sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan itu.

2. Tentang orang-orang tersebut dalam (sub ke -2) yang telah dipertanggungkan
kepadanya hanya perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta
akibat-akibatnya dapat diperhatikan Sebagai pembantu melakukan kejahatan
akan dihukum:

1) Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan
2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan sarana, atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan perumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, maka yang
dimaksud subyek/pelaku tindak pidana menurut Adami Chazawi adalah (Chasawi,
Adami, 2002 : 81):

a) Pembuat dalam pengertian dader, telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah
melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang
terlibat serta baik secara fisik (obyektif) maupun secara psykis (subyektif).
Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang
dirumuskan Undang-undang. Pengertian pembuat seperti inilah yang dimaksud

“barangsiapa” pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.
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b) Sedangkan pembuat dalam artian yang disebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1)
tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan
orang lain dalam mewujudkan tindak pidana, masing-masing perbuatan berduri
sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian syarat/unsur tindak
pidana.

c) Para pembuat (mededader) bukanlah dader, peserta-peserta dalam mededader
tidak memenuhi syarat yang sama dengan syarat seorang dader.Bahwa yang
sama ialah pertanggungjawaban pidana bagi para terlibat dalam mededader
adalah sema dengan pertanggungjawaban bagi seorang dader. Dalam
perkembangan hukum pidana bukan hanya manusia yang dianggap

subyek, tetapi juga Badan Hukum (korporasi).

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan
Gas Bumi

Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa minyak bumi dan gas merupak an sumber daya alam strategis tidak
terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang
menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam
perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahwa kegiatan usaha solar dan gas bumi mempunyai peranan penting

dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi
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nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Bahwa masalah penegakan hukum
menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional yakni inti dan arti penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai -nilai yang terjabarkan
dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1993:8).

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan
datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu
mendukung kesinambun gan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu
disusun suatu Undang —Undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan
landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi agar kegiatan penjualan bahan bakar minyak yang
bersubsidi yang dapat terlindungi dari suatu bentuk tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Minyak Dalam Negeri, dan UndangUndang
Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan Minyak
dan Gas bumi. Bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional
maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan

tentang yang dapat menciptakan kegiatan usaha Pertambangan minyak bumi dan
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gas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan
pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan
nasional.

Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh para petugas yang
berwenang melakukannya. Seperti diberbagai daerah telah ditangkapnya Pelaku
industri “nakal” yang menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi.Telah
tertuang dalam Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar
minyak bersubsidi.

Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum
tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan dituangkan dalam
Peraturan Perundang-Undangan. Adapun pengaturan mengenai minyak dan gas
bumi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
menyatakan bahwa : “Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum
pertambangan Indonesia merupakan endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya
dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar -besarnya
kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kep ada
negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban
kepada Negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

(Azhar, 2003:1).
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2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dalam pertimbangan mengatakan bahwa: “Pembangunan nasional harus
diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat di segala bidang salah
satunya merupakan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang digunakan
untuk kesejahteraan rakyat.”

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu :

a. Terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya
alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital.

b. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk
lebih mampu bersaing.

c. Meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang
sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan
memperkuat industri dan perdagangan Indonesia.

d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal-Pasal yang mengatur tentang minyak dan gas bumi diatur
dalam ketentuan hukum sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan
penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf ¢ UU Migas: Setiap orang yang
melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha
Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
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Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa lzin Usaha
Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b
UU Migas: Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 tanpa lIzin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00
(empat puluh miliar rupiah) Pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan
Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00

(enam puluh miliar rupiah).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2
“Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau
penyimpanan serta pengguna an jenis bahan bakar minyak tertentu yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7
Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
Tentang Minyak dan Gas Bumi dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang lain,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi.

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan



3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang
Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1971  Tentang  Pertamina
Jo.UndangUndang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 Tentang Kewajiban dan Tata
Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina
Sendiri dan Kontrak Production Sharing.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Ba dan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sama Pertamina
dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok
Organisasi Pertamina.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2013
Tentang Harga Jual Eceran dan Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu.

E. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau

konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah

dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di

berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi

diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah
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disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di
atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang
terjadi di Indonesia (Y. Sri Susilo 2013 : 13).

Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Di masa lalu,
struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung
subsidi BBM karena Indonesia adalah negara ekposportir minyak. Sehingga,
setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi
negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan
Indonesiajuga sudah keluar dari OPEC, organisasi pengekspor minyak sejak
tahun 2008, dan penggunaan BBM masih sangat Rendah.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu crude
oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu
natual gas 35 .Pengertian minyak bumi ditemukan dalam Pasal huruf (i) The
Petroleum Tax Code, tahun 1997, Indian. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan
Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “petroleum berarti minyak mentah
yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon,
bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara
kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi
(sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan
dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk
campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”.

Pengertian minyak bumi yang lebih lengkap juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
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Pada dasarnya pembentukan Bahan Bakar Minyak berasal dari pengolahan
minyak bumi. Minyak bumi berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang
dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan,
tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbonlain yang berbentuk padat
yang diperolen dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi”

Pengertian gas bumi juga terdapat dalam Pasal 3 huruf (g) The Petroleum
Tax Code, tahun 1997, Indian. Gas Bumi adalah: “Gas Alam berarti cair, gas kering,
dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya,
termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari
sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensas
ikan atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan,
tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau
diekstraksi hidrokarbon cair dan gas.

Definisi yang lain mengenai gas alam diatur dalam Pasal 1 ayat ( 2) Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi vyaitu:
“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
minyak dan gas bumi”.

Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan luran
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Badan Usaha Penyedia Dan Pendidtribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa : “Bahan Bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi”
Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam
yang salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak, pengelolaannya sepenuhnya
dikuasai oleh negara yang merupakan wujud dari pola pembangunan
kesejahteraan yang merata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang -cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikua sai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat Bahan Bakar Minyak yang penguasaannya dikuasai oleh
negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komuditas
vital yang memegang peranan penting didalam penyediaan bahan baku industri,
pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang
penting maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat
dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejaht eraan
rakyat.

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan
dalam pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi. Bahan bakar
minyak merupakan hasil dari destilasi minyak bumi ( crude oil) menjadi fraksi-

fraksi yang diinginkan. Pembagian Bahan Bakar Minyak kedalam fraksi-fraksi
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mengakibatkan dikenalnya berbagai macam produk Bahan Bakar Minyak dengan

tingkat kualitas yang berbeda serta kegunaan yang berbeda pula.

Produk-produk yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak sesuai
dengan penggunaanya yaitu sebagai berikut:

1. Avgas (Aviation Gasoline ) merupakan Bahan Bakar Minyak jenis khusus
yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang dirancang untuk bahan bakar
pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (internal
combution) mesin piston dengan sistem pengapian. Kinerja Avgas tergantung
pada sifat anti ketukan yang disebut dengan angka oktan ( oktane number)
untuk harga di bawah 100, serta angka perilaku (performance number) di atas
100.

2. Avtur (Aviation Turbine) yaitu jenis Bahan Bakar Minyak yang khusus
dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur digunakan sebagai bahan bakar
pesawat udara.

3. Bensin (premium) jenis Bahan Bakar Minyak ini merupakan nama umum
untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperuntukkan untuk me sin
dengan pembakaran, dengan letupan api. Nilai mutu yang dimiliki setiap jenis
berbeda-beda yang dihitung berdasarkan nilai RON (Randon Octan Number )
yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Premium RON 88 dan Pertamax
RON 92.

4. Minyak Tanah (Kerosene) merupakan bahan bakar minyak jenis destilat tidak
berwarna jernih minyak tanah biasanya digunakan untuk keperluan bahan

bakar rumah tangga dan industri kecil.
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5. Minyak Solar yaitu jenis bahan bakar destilat yang digunakan untuk bahan
bakar (compression igniti on) yaitu mesin disel yang dikompresikan pada
langkah induksi adalah udara yang dikompresi menimbukan tekanan dan
panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh
injector.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak
yang cukup tinggi sedang biaya untuk mengolah bahan baku menjadi bahan
bakar minyak yang dapat digunakan masyarakat berbiaya tinggi pemerintah
berupaya memberikan keringanan kepada masyarakat untuk mengurangi beban
pembelian bahan bakar minyak melalui subsidi.

Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh
produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi biaya produksi yang
ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak
penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. Sampai mana besarnya
keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung
kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah
kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya
menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Bantuan yang
diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan jumlah produksi yang

semakin hari semakin meningkat.





